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ABSTRACT
Having decided the defendant guilty of corruption by Judge and obtain permanent legal force (inchract) then terpidana criminal acts of corruption is the responsibility of Correctional Facility when executed by the prosecutor. Coaching and treatment for convicted corruption is certainly not the same as convicted - other criminal cases. The age factor and respected positions of corruption convicts causing their social status above from other convict. Implementation of inmates in the construction of Correctional Facility is a way out for the building and also to return the inmate to the right path. One of the construction program undertaken by Correctional Facility is assimilation.
The purpose of the government issued Government Regulation No. 99 of 2012 is to provide a sense of security to the community and meet the community's sense of justice. Besides, the government also wants to provide a deterrent for offenders, especially corruption. While the meaning of assimilation is effected Convict construction process with confounding convict in community life. The form of assimilation is education, skills training and social work activities. Based on the above reasons, then the problem can be formulated as follows: The first, How execution for convict assimilation related corruption Government Regulation no. 99 of 2012 in Correctional Facility Class II A Samarinda? Second, What are the barriers and obstacles in the implementation process of assimilation in Correctional Facility Class II A Samarinda? third, how Attempts to overcome constraints - constraints in the implementation of Assimilation in Correctional Facility Class II A Samarinda? 

From the research and discussion of some of the conclusions obtained are: The first implementation of the assimilation of convict related corruption Government Regulation no. 99 of 2012 in Correctional Facility  Class II A Samarinda generally shaped social work with a third party (social institutions). Second, many obstacles encountered, until hamper the smooth assimilation of third parties and the efforts made ​​by the Board of Correctional Facility  class II A Samarinda in the launch of assimilation is pretty good although in practice plagued the existing legal framework. Third, the implementation of assimilation for the criminal acts of corruption in the criminal Correctional Facility  class II A Samarinda has a maximum, after which an inmate can freely accepted back in the community.
ABSTRAKSI
Setelah terdakwa korupsi diputus bersalah oleh Hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inchract) maka terpidana tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab bagi Lembaga Pemasyarakatan setelah dieksekusi oleh kejaksaan. Pembinaan dan perawatan bagi terpidana tindak pidana korupsi tentu tidak sama dengan terpidana kasus – kasus tindak pidana lainnya. Faktor usia dan jabatan terpandang dari terpidana korupsi menyebabkan status sosial mereka diatas dari terpidana lainnya. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Salah satu program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah asimilasi.
Tujuan dari pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Disamping itu pemerintah juga ingin memberikan efek jera bagi pelanggar hukum khususnya tindak pidana korupsi. Sedangkan pengertian asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat. Bentuk dari asimilasi adalah pendidikan, latihan ketrampilan dan kegiatan kerja sosial. Berdasarkan alasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, Bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi terkait Peraturan Pemerintah no. 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Samarinda? kedua, Apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda? ketiga, Bagaimanakah Upaya untuk mengatasi Kendala – Kendala dalam pelaksanaan Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda?
Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: pertama pelaksanaan asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi terkait Peraturan Pemerintah no. 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Samarinda umumnya berbentuk kerja sosial dengan pihak ketiga (lembaga sosial), kedua, banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran asimilasi dengan pihak ketiga dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan klas II A Samarinda dalam pelancaran program asimilasi sudah cukup baik meskipun dalam pelaksanaannya terkendala pada kerangka hukum yang ada. Ketiga, pelaksanaan Asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Samarinda sudah maksimal, dimana seorang narapidana setelah bebas dapat diterima kembali di masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan marupakan instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang memiliki visi pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan misi melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. 

Negara telah memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan 
mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan itu sudah mempunyai tujuan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik sedangkan kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat terjadi dan kita lihat dalam masyarakat. Supaya kejahatan itu tidak lagi terjadi, harus ada cara yang dilakukan yaitu menyadarkan mereka dengan menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Tetapi kalau ada orang yang melakukan tindak pidana, maka dia harus diberi sanksi atau hukuman. Hukuman yang mereka terima harus memperhatikan bahwa mereka adalah subjek dan bukan objek hukum, walupun mereka akan kehilangan kemerdekaannya di penjara. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. 
Pada tanggal 05 Juli 1963, Menteri Kehakiman RI saat itu , Sahardjo, memberikan gagasan tentang Pemasyarakatan didalam pidatonya yang disampaikan pada saat penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Dalam pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman, Hukum Pancasila/ Manipol/ Usdek”, Sahardjo menyatakan bahwa Konsepsi Hukum Nasional digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Dalam pidatonya tersebut, Sahardjo mengemukakan bahwa tujuan Pidana Penjara adalah Pemasyarakatan.
Kemudian pada tanggal 27 April 1964, diselenggarakan Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, Bandung. Konferensi ini dibuka oleh Presiden RI pertama, Dr. Ir. Sukarno. Tujuan utama konferensi ini adalah untuk memberikan makna yang nyata, melengkapi, menginstitusionalisasi dan menyempurnakan gagasan Sahardjo tentang Pemasyarakatan. Akhirnya konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain, mendesak untuk segera dibentuk Undang-Undang Pemasyarakatan dan menetapkan tanggal 27 April 1964 sebagai Hari Pemasyarakatan. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 1995, presiden RI , Soeharto dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini akhirnya disahkan setelah lebih dari 32 tahun sejak adanya Konferensi Lembang, Bandung, yang mengamanatkan pembentukan undang-undang Pemasyarakatan. Dimana isi dari undang-undang Pemasyarakatan antara lain, mengatur hak – hak narapidana selama menjalani pidana penjara didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak narapidana ini sesungguhnya merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu yang menganut paham Reintegrasi Sosial (pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut:
1) Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum. 

2) Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat. 
3) Dalam pola rehabilitasi, realisasi dari reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (seperti pepatah jika sayang anak jangan sayang rotan) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang diserahi menampung pelanggar hukum. 

4) Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun bentuk pembinaannya meliputi program diversi, probasi informal, dan intervensi sebelum persidangan. 

Salah satu bentuk pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah Asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat. Bentuk asimilasi yaitu, pendidikan, latihan ketrampilan, kerja sosial dan pembinaan lainnya dalam masyarakat. Sedangkan bentuk asimilasi bagi narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana teroris, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan HAM berat, serta kejahatan transnasional teroganisasi lainnya adalah dalam bentuk Kerja sosial pada lembaga sosial. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai kegiatan asimilasi bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi.8
Ketentuan dan syarat – syarat pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah menerbitkan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan revisi 
kedua dari PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara dan pelaksanaan hak – hak warga binaan pemasyarakatan. Didalam PP Nomor 99 Tahun 2012 itu mengatur tentang pengetatan atau pembatasan pemberian hak-hak bagi narapidana kasus Narkotika, Terorisme, tindak pidana korupsi dan kejahatan trans nasional lainnya. Mengenai narapidana kasus tindak pidana korupsi, dijelaskan bahwa untuk memperoleh hak-hak seperti remisi, asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, diharuskan untuk membayar lunas uang denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan Pengadilan. Jika narapidana tidak sanggup membayar denda dan uang pengganti, maka hak-hak narapidana tidak dapat diperoleh. Hal ini didasarkan pada pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013.
Di kota Samarinda sendiri terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yaitu Lapas Klas II A Samarinda, Lapas Khusus Narkotika, dan Rutan klas II A Samarinda. Akan tetapi dikarenakan oleh padatnya tingkat hunian (over kapasitas) yang sangat tinggi. Maka sebagian narapidana ada yang ditempatkan di Lapas dan sisanya tetap berada di Rutan. Pada saat ini Rutan Klas II A Samarinda masih dalam tahap proses penggalian potensi warga binaan dan pengembangan kegiatan melalui kerjasama Pelaksanaan pembinaan pada Rutan Klas II A Samarinda yang berbasis kepada  masyarakat (community based corrections) dengan kondisi sebagaimana disebutkan diatas tentu saja mempunyai pengaruh terhadap efektif atau tidaknya pelaksanaan asimilasi ini terhadap tujuan sistem pemasyarakatan. Untuk itu penulis merasa tertarik meneliti masalah tersebut dengan judul “PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA TINDAK  PIDANA KORUPSI TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NO. 99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A SAMARINDA”
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi terkait Peraturan Pemerintah no. 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Samarinda?
2. Apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda?

3. Bagaimanakah Upaya untuk mengatasi Kendala – Kendala dalam pelaksanaan Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk mencari sejauh mana pelaksanaan asimilasi di Lapas Klas II A Samarinda. 

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah penerapan Asimilasi di Rutan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan 
Pengertian dari Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selain pemasyarakatan ada juga istilah Sistem Pemasyarakatan yaitu, suatu tatanan mengenai arah, batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jumlah Lapas di seluruh Indonesia saat ini adalah 251 unit.
Didalam sistem pemasyarakatan sendiri terdapat prinsip – prinsip yang mendasari sistem pembinaan didalam Lapas. Prinsip tersebut dinamakan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan. Sepuluh prinsip Pemasyarakatan itu antara lain:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana  dan anak didik selama berada didalam Lapas atau Rutan.

3. Berikan bimbingan dan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah merusak dirinya, kemudian dibina ke jalan yang benar.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.
Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan mendapatkan pembinaan sebagai bekal untuk mereka pada saat akan kembali kemasyarakat. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. pengecatan mobil, berbagai kerajinan tangan, pengolahan rotan, dan keahlian mengolah kayu. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan yaitu dengan diberikannya hak kepada narapidana untuk memperoleh cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, dan  asimilasi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

B. Pengertian dan tujuan asimilasi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi. 
Sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat profit oriented namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya. 
Didalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat pasal 14 yang mengatur hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hak – hak narapidana sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum dan orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat (PB).
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB).
13. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disini akan dibahas lebih lanjut mengenai hak narapidana nomor 10 yaitu mendapatkan kesempatan berasimilasi atau dipekerjakan diluar tembok. Asimilasi dapat diperoleh semua narapidana setelah menjalani ½ masa pidana yang harus dijalani. Asimilasi juga berlaku untuk narapidana yang terkait pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 tahun 2012 termasuk didalamnya kasus tindak pidana korupsi.


Pengertian dari asimilasi itu sendiri adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat.11 Bentuk dari asimilasi adalah pendidikan, latihan ketrampilan dan kegiatan kerja sosial. Sedangkan asimilasi dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pihak Lapas maupun dengan pihak ketiga yang harus berdasarkan perjanjian kerjasama yang berisi hak dan kewajiban kedua pihak. Khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi bahwa bentuk asimilasinya adalah kerja sosial pada lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang:

1. Agama

2. Pertanian

3. Pendidikan dan kebudayaan

4. Kesehatan

5. Kemanusiaan

6. Kebersihan

7. Dan lain-lain yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat

Kegiatan asimilasi diluar Lapas dilaksanakan paling lama 9 (Sembilan) jam sehari termasuk dalam perjalanan dan tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. Sedangkan mengenai upah atau gaji yang diterima oleh narapidana selama bekerja/ asimilasi akan diatur dalam perjanjian kerja sama.
Sedangkan persyaratan untuk melaksanakan asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 36 ayat (2) PP Nomor 99 tahun 2012 adalah:

1. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.

3. Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

4. Mendapatkan rekomendasi berupa surat Justice Colaborator dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan atau Kejaksaan Agung.

Adapun Surat Justice Colaborator adalah surat rekomendasi dari penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung atau KPK) yang menyatakan bahwa narapidana tersebut bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus – kasus korupsi yang lainnya. 
Setelah narapidana memenuhi syarat-syarat diatas maka petugas melakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hasil sidang TPP kemudian disampaikan kepada Kepala Lapas. Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian asimilasi kepada Kepala Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas. Selanjutnya Kepala Kanwil menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil. Kemudian Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri berdasarkan TPP Ditjen. Persetujuan pemberian Asimilasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengenai kelengkapan dokumen untuk pengusulan asimilasi narapidana tindak pidana korupsi antara lain:

1. Foto kopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan (BA 8)

2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (D-3)

3. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.

4. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas.

5. Salinan register F dari Kepala Lapas.

6. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas

7. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melanggar hukum dan tidak akan melarikan diri.

8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah.

9. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan lembaga social yang mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi.

10. Salinan surat Justice Colaborator dari KPK, POLRI, dan atau Kejaksaan Agung

Asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah asimilasi dengan bekerja pada pihak ketiga. Bentuk asimilasinya adalah kerja sosial pada lembaga sosial baik pada instansi pemerintah maupun swasta. Sebelum melaksanakan asimilasi petugas wajib melakukan survey lapangan guna melihat langsung tempat tujuan asimilasi tersebut. Jangan sampai asimilasi hanya merupakan kedok bagi narapidana untuk bisa keluar Lapas. Tempat tujuan asimilasi tersebut harus jelas dan tepat yaitu berupa sekolah, panti asuhan, pesantren, dan sebagainya. Setelah surat Keputusan Menteri diterbitkan maka pihak Lapas segera melaksanakan asimilasi tersebut dengan terlebih dahulu membuat surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (lembaga sosial) yang memuat hak dan kewajiban kedua pihak. Sedangkan mengenai ketentuan gaji atau upah bagi narapidana adalah tidak akan mendapatkan upah atau gaji selama menjalani asimilasi. Hal ini dikarenakan narapidana menjalani asimilasi dengan pihak ketiga berupa kerja sosial pada lembaga sosial. Pihak ketiga juga bersedia bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan narapidana selama berada diluar Lapas
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lembaga Pemasyarakatan klas II A Samarinda
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Samarinda merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kalimantan Timur yang bertugas memberikan pembinaan kepada WBP.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Samarinda yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15, Samarinda didirikan pada tahun 1925 dengan luas tanah 7.284 m2. Dilihat dari sudut pandang tata kota, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda dapat dikatakan sangat strategis dengan dilaluinya jalan utama provinsi dan saling berdekatannya instansi - instansi pemerintah khususnya instansi pemerintah yang berperan sebagai instansi penegak hukum.

Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Samarinda secara umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, atap rumah terbuat dari genteng beton sehingga sangat kuat, tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos- pos pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik.

Sebagai representatif pembinaan, Lapas ini memiliki sarana-sarana fisik yang menunjang pemenuhan pembinaan narapidana, seperti tempat ibadah, ruang pendidikan, sarana olahraga dan sarana kegiatan bimbingan kerja untuk narapidana. Sarana pembinaan tersebut diharapkan dapat menunjang pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani pidananya di Lapas ini. 

1. Keadaan Narapidana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sub Seksi Registrasi Lapas ini, diketahui bahwa penghuni Lapas ini semuanya berstatus narapidana dan tidak terdapat tahanan. Dengan demikian, sesuai dengan fungsi Lapas, maka Lapas ini telah menjalankan aturan yang berlaku bahwa Lapas hanya sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan dan pembimbingan narapidana.

Jumlah seluruh narapidana di Lapas ini pada Tanggal 1 April 2014 sebanyak 510 orang narapidana. Jika dibandingkan dengan kapasitas hunian Lapas ini yang jumlah daya tampungnya  215 orang narapidana, maka Lapas ini over capacity. Dengan demikian ruang gerak setiap narapidana di Lapas ini tidak leluasa karena jumlah narapidana yang ada lebih banyak dari jumlah kapasitas Lapas ini.

Setiap narapidana di Lapas harus di data pada bagian Sub Seksi Registrasi Lapas untuk memudahkan dalam pemenuhan pembinaan. Pendataan narapidana ini dilakukan berdasarkan kategorisasi seperti yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu setiap narapidana di Lapas dikategorisasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 
2.  Keadaan Petugas Lapas Klas II A Samarinda.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang struktur Organisasi Lapas, maka Lapas ini termasuk sebagai Lapas Klas IIa, dengan struktur organisasinya terdiri atas :

1.  Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi Urusan Kepegawaian dan Keuangan, dan Urusan Umum.
3.
Seksi Pembinaan Narapidana, membawahi Sub Seksi Registrasi, dan Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan.

4.
Seksi Kegiatan Kerja, membawahi Sub Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, dan Sub Seksi Sarana Kerja.

5.
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, membawahi Sub Seksi Keamanan, dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

6.
Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, membawahi seluruh petugas pengamanan Lapas.

Struktur Organisasi Ini diperkuat oleh petugas Lapas Klas II A Samarinda yang keseluruhannya berjumlah 69 orang. terbagi atas seorang Kalapas, 12 orang petugas bagian administrasi perkantoran, 31 
orang petugas bagian pengamanan, dan 15 orang petugas bagian 
pembinaan dan bimbingan kegiatan kerja narapidana. Sedangkan  Saat ini Lapas Klas II A Samarinda dipimpin oleh bapak Gumelar, Bc.IP, SH. Beliau menjalankan tugasnya dibantu oleh 4 orang Kepala Seksi dan 1 orang Ka. KPLP. 

Jika jumlah petugas Lapas tersebut dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada, yaitu 69 petugas dibandingkan 510 narapidana maka hasil yang diperoleh ialah sama dengan 1 banding 6 orang. Ini menunjukkan secara kuantitas, kekuatan yang ada tidak sebanding baik diukur dari segi keamanan maupun pembinaan.Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa Petugas Lapas adalah aparat penegak hukum. Dengan demikian petugas pemasyarakatan berperan dalam menerapkan hukum, yang dalam hal ini ialah penegakan hak-hak narapidana di Lapas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang melibatkan 3 komponen secara terpadu, yakni petugas Lapas, narapidana dan masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa hak-hak narapidana ini adanya di dalam Lapas, maka yang paling penting ialah keterpaduan antara petugas dan narapidana dalam pemenuhan hak-hak tersebut.
Faktor aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini terdiri atas kualitas dan kuantitas petugas Lapas. Di Lapas ini, petugasnya berjumlah 69 orang yang terbagi atas seorang Kalapas, 12 orang petugas bagian administrasi perkantoran, 31 orang petugas bagian pengamanan, dan 15 orang petugas bagian pembinaan dan bimbingan kegiatan kerja narapidana. Data tersebut menunjukkan bahwa Lapas ini tetap mendahulukan pengamanan, yaitu dengan personil terbanyak. Namun, pembinaan juga tetap merupakan hal yang penting karena sistem pemasyarakatan ini menggunakan pendekatan pengamanan (security approach) dan pendekatan pembinaan (treatment approach) yang dalam pemenuhannya selalu  
B. Tujuan dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012
Pada bulan Juli 2012, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan surat edaran tentang Moratorium Remisi (pemberhentian pemberian remisi sementara) bagi narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini sangat mengagetkan para narapidana tindak pidana korupsi yang mengira akan mendapat remisi umum 17 Agustus 2012 dan remisi khusus Idul Fitri 1433 H. Pada saat itu Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, bapak Prof. Denny Indrayana, SH (sudah dilantik menjadi Wamen) mengungkapkan penerbitan moratorium remisi ini berdasarkan asas keadilan masyarakat dan asas penjeraan bagi narapidana extra ordinary crime seperti korupsi dan narkotika. Walaupun sempat digugat oleh para pengacara narapidana korupsi namun Moratorium Remisi ini mendapat dukungan dari masyarakat luas. Atas dasar itu akhirnya pemerintah menguatkan surat edaran itu menjadi sebuah Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 99  Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah ini dibuat atas beberapa pertimbangan antara lain:
1. Bahwa tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan transnasional lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat atau menimbulkan kepanikan, kecemasa atau ketakutan luar biasa kepada masyarakat.
2. Bahwa pemberian Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan transnasional lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat yang telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006.

Jadi tujuan dari pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 99 Tahun 2012 adalah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Disamping itu pemerintah juga ingin memberikan efek jera bagi pelanggar hukum khususnya tindak pidana korupsi. 
C. Pelaksanaan Pembinaan tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Samarinda
Pada tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pembinaan tahap lanjutan atau Asimilasi. Program asimilasi di Lapas klas II A Samarinda dilaksnakan ada 2 (dua) macam yaitu asimilasi dengan Lapas dan asimilasi dengan pihak ketiga. Diantara 510 orang WBP, ada 3 orang yang melaksanakan asimilasi dengan pihak ketiga. Mereka adalah narapidana tindak pidana korupsi. Narapidana tersebut bernama Mus Mulyadi, S.Pd (mantan kepala sekolah SMK Medika), Hidayatullah, SE, M.Si dan Rifai, SH (keduanya adalah PNS di dinas pendidikan). Mus Mulyadi divonis bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000 subsider 3 bulan penjara. Sedangkan Rifai dan Hidayatulah dijatuhi pidana 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan penjara dalam perkara yang sama. Mereka bertiga menjalani asimilasi dengan pihak ketiga yaitu di sekolah dan Akbid (lembaga pendidikan). Mus Mulyadi, S.Pd melaksanakan asimilasi di Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam sedangkan Hidayatullah dan Rifai menjalani asimilasi di SMK Medika Kesehatan.
Dasar untuk pelaksanaan Asimilasi bagi mereka bertiga adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-10.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tanggal 28 November 2013. SK tersebut ditandatangani langsung oleh bapak Amir Syamsuddin, SH selaku Menteri Hukum dan HAM RI. Keputusan menteri tersebut juga merupakan SK Pembebasan 
Bersyarat bagi ketiga narapidana diatas. Didalam SK tersebut mencantumkan kewajiban untuk menjalani Asimilasi kerja sosial paling singkat ½ (satu perdua) dari sisa pidana yang wajib dijalani. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dari saat SK diterbitkan sampai bebas nantinya, harus menjalani asimilasi terlebih dahulu sebelum mendapat PB. SK menteri ini diterima oleh pihak Lapas pada tanggal 09 Desember 2013 oleh karena itu masa Asimilasi dimulai pada tanggal tersebut. Setelah diadakan perjanjian kerja sama antara pihak Lapas dengan pihak SMK Medika dan Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam Samarinda. 

Kendala – kendala dalam pelaksanaan Asimilasi di  Lembaga Pemasyarakatan klas II A Samarinda
Didalam pelaksanaan asimilasi tentu tak lepas dari kendala dan hambatan. Kendala utama didalam proses pelaksanaan asimilasi dengan pihak ketiga adalah lamanya waktu guna proses pengurusan asimilasi dengan pihak ketiga mulai dari Lapas, Kanwil, Dirjen hingga persetujuan Menteri. 
Lambatnya proses birokrasi (hingga 3 bulan) yang ditempuh menyebabkan waktu pelaksanaan asimilasi menjadi tidak efektif lagi. Narapidana tindak pidana korupsi menjalankan asimilasi mulai dari 2/3 masa pidana hingga bebas. Contohnya, Rifai yang dihukum 1 Tahun 8 Bulan sedangkan 2/3 masa pidananya ialah 1 tahun 1 bulan 10 hari, jadi sisa menjalani asimilasi ialah 6 bulan 20 hari. Bila lamanya proses pengurusan asimilasi mencapai 3 bulan, dia hanya menjalani asimilasi selama 3 bulan 20 hari. Sedangkan untuk mendapatkan PB dia hanya menjalani ½ dari 3 bulan 20 hari yaitu 1 bulan 25 hari. Tentunya waktu yang hanya 1 bulan 25 hari dirasa kurang untuk melaksanakan asimilasi hingga tujuannya tercapai. 
Kendala lainnya adalah persyaratan administrasi guna pengurusan asimilasi yaitu bukti pembayaran denda atau uang pengganti ( D-3) dan surat rekomendasi (justice collaborator) dari Kejaksaan. Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36 dijelaskan bahwa narapidana tindak pidana korupsi harus membayar lunas denda dan/ atau uang pengganti yang dibuktikan dengan bukti pembayaran denda (D-3). Perlu diketahui bahwa besarnya denda untuk perkara korupsi minimal Rp. 50 juta hingga ratusan juta. Sedangkan untuk Uang Pengganti besarnya sama dengan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perkara tersebut, yang nominalnya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tentunya hal ini memberatkan narapidana tindak pidana korupsi untuk melunasinya. Kebanyakan narapidana tindak pidana korupsi yang ada di Lapas hanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Sedangkan kendala lainnya ialah lambatnya dikeluarkan surat rekomendasi (justice collaborator) dari Kejaksaan negeri (Kejari). Surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri dimana jaksa penuntut-nya berasal. Perlu diketahui bahwa narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Klas IIA Samarinda berasal dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di propinsi Kalimantan Timur. Mereka dipindahkan ke Samarinda ketika masih status Tahanan PN atau sedang menjalani sidang di PN tipikor Samarinda. Setelah divonis oleh hakim dan dieksekusi oleh jaksa, mereka masih menjalani pidananya di Lapas Klas II A Samarinda. Namun jaksa yang menangani perkara mereka tidak pernah lagi kembali ke Samarinda. Misalnya, jaksa dari Tarakan menitipkan tahanan di Lapas Samarinda, setelah proses persidangan selesai dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Maka jaksa tersebut pulang ke Tarakan dan tidak kembali lagi ke Samarinda. Jadi pihak Lapas mengirimkan surat permintaan justice collaborator ke Tarakan via pos yang memakan waktu lama. Setelah sampai pihak Kejari Tarakan akan mempelajari lebih lanjut surat permintaan tersebut. Pihak Kejari berwenang mengeluarkan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi kepada narapidana tersebut dikarenakan narapidana tersebut tidak kooperatif selama proses persidangan. Maka narapidana tersebut tidak bisa diajukan usulan asimilasi hingga mendapatkan hak – hak yang lain. Maka hal ini juga menjadi kendala bagi pelaksanaan asimilasi di Lapas Klas II A Samarinda.
Mengenai kendala pertama yaitu lambatnya proses pengurusan asimilasi maka pihak Lapas melakukan koordinasi kepada pihak Kanwil maupun pihak Dirjen. Koordinasi dilakukan baik melalui tatap muka 

langsung dengan pejabat berwenang di Kanwil maupun melalui hubungan telepon dengan pejabat di tingkat Pusat di Jakarta. Sehingga pihak Lapas harus memantau sejauh mana usulan asimilasi ini sudah diproses oleh pihak Kanwil ataupun pihak Dirjen. Pihak Lapas harus pro aktif bertanya kepada pejabat berwenang di tingkat Kanwil, Dirjen maupun Kementerian. Tentunya pihak Lapas tidak bisa mengintervensi kewenangan Kanwil maupun Dirjen karena pengusulan asimilasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan ialah Menteri, pejabat publik yang memimpin Kementerian. Seorang Menteri mempunyai jadwal dan kesibukan yang luar biasa sehingga tidak bisa langsung mengeluarkan keputusan pemberian asimilasi tersebut.


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Salah satu bentuk pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah Asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat. Bentuk asimilasi yaitu, pendidikan, latihan ketrampilan, kerja sosial dan pembinaan lainnya dalam masyarakat.  Sedangkan bentuk asimilasi bagi narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana teroris, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan HAM berat, serta kejahatan transnasional teroganisasi lainnya adalah dalam bentuk Kerja sosial pada lembaga sosial. 


Ketentuan dan syarat – syarat pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah menerbitkan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan revisi kedua dari PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara dan pelaksanaan hak – hak warga binaan pemasyarakatan. Didalam PP Nomor 99 Tahun 2012 itu mengatur tentang pengetatan atau pembatasan pemberian hak-hak bagi narapidana kasus Narkotika, Terorisme, tindak pidana korupsi dan kejahatan trans nasional lainnya. Mengenai narapidana kasus tindak pidana korupsi, dijelaskan bahwa untuk memperoleh hak-hak seperti remisi, asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, diharuskan untuk membayar lunas uang denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan Pengadilan.
Dari pertanyaan masalah yang dikemukakan di uraian sebelumnya, maka ada tiga kesimpulan yang bisa penulis uraikan yaitu : 
1. Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana tindak pidana  korupsi terkait Peraturan Pemerintah no. 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Samarinda?
Dari yang penulis dapatkan di Lapas Klas II A Samarinda, ada beberapa orang yang menjalani proses asimilasi ini. Ada beberapa narapidana mendapatkan asimilasi keluar dengan bekerja di pihak ketiga. Dan narapidana yang  mendapatkan asimilasi dengan pihak Lapas. Proses asimilasi yang mereka dapatkan sesuai dengan aturan dimana mereka sudah memenuhi syarat substantif dan administratif. 

Namun pada tulisan ini penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan asimilasi dengan pihak ketiga khususnya narapidana tindak pidana korupsi. Dimana terdapat perbedaan yang besar antara asimilasi narapidana tindak pidana umum dengan narapidana tindak pidana korupsi. Perbedaan itu terlihat pada persyaratan administratif yang lebih rumit bagi narapidana tindak pidana korupsi yaitu adanya bukti pembayaran denda dan surat rekomendasi dari Kejaksaan. Disamping itu persyaratan menjalani ½ masa pidana untuk mendapatkan asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum maka untuk narapidana tindak pidana korupsi harus menjalani 2/3 masa pidana terlebih dahulu. Bahkan persetujuan untuk mendapatkan program asimilasi harus berdasarkan Keputusan Menteri.

Lapas Klas II A Samarinda sendiri selama 3 tahun belakangan ini telah menjalankan program asimilasi kepada narapidana yang memenuhi syarat. Baik itu Asimilasi mandiri dengan pihak Lapas 
maupun Asimilasi kerja dengan pihak ketiga. Namun selama 3 tahun ini hanya 3 narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan program asimilasi dengan pihak ketiga.
2. Hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda?

Didalam pelaksanaan asimilasi tentu tak lepas dari kendala dan hambatan. Kendala utama didalam proses pelaksanaan asimilasi dengan pihak ketiga adalah lamanya waktu guna proses pengurusan asimilasi dengan pihak ketiga mulai dari Lapas, Kanwil, Dirjen hingga persetujuan Menteri. Lambatnya proses birokrasi (hingga 3 bulan) yang ditempuh menyebabkan waktu pelaksanaan asimilasi menjadi tidak efektif lagi
Kendala lainnya adalah persyaratan administrasi guna pengurusan asimilasi yaitu bukti pembayaran denda atau uang pengganti ( D-3) dan surat rekomendasi (justice collaborator) dari Kejaksaan. Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36 dijelaskan bahwa narapidana tindak pidana korupsi harus membayar lunas denda dan/ atau uang pengganti yang dibuktikan dengan bukti pembayaran denda (D-3). Sedangkan kendala lainnya ialah lambatnya dikeluarkan surat rekomendasi (justice collaborator) dari Kejaksaan negeri (Kejari). Surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri dimana jaksa penuntut-nya berasal. Perlu diketahui bahwa narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Klas IIA Samarinda berasal dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di propinsi Kalimantan Timur. Mereka dipindahkan ke Samarinda ketika masih status Tahanan PN atau sedang menjalani sidang di PN tipikor Samarinda. Setelah divonis oleh hakim dan dieksekusi oleh jaksa, mereka masih menjalani pidananya di Lapas Klas II A Samarinda.
3. Upaya untuk mengatasi Kendala – Kendala dalam pelaksanaan Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda? 
Secara garis besar ada 3 (tiga) kendala utama dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus, yaitu 

1. Lamanya waktu guna proses pengurusan asimilasi dengan pihak ketiga (proses birokrasi mulai dari Lapas hingga Menteri)

2. Bukti pembayaran denda dan/ atau uang pengganti (narapidana harus membayar denda dan uang pengganti yang sangat besar jumlahnya)

3. Lambatnya dikeluarkan surat rekomendasi (justice collaborator) dari Kejaksaan negeri (Kejari) tempat jaksa penuntut berada (berasal dari seluruh kabupaten / kota di propinsi Kaltim)

Tentunya pihak Lapas Klas II A Samarinda tidak tinggal diam dalam mengatasi kendala tersebut. Pihak Lapas melalui Seksi Bina Narapidana dan Anak Didik (Binadik) telah mengadakan program – program guna mengatasi kendala tersebut. Mengenai kendala pertama yaitu lambatnya proses pengurusan asimilasi maka pihak Lapas melakukan koordinasi kepada pihak Kanwil maupun pihak Dirjen. 



Sedangkan kendala lainnya ialah persyaratan administratif bukti pembayaran denda (D-3) yang dikeluarkan oleh Kejari. Bahwa narapidana harus membayar lunas uang pengganti dan denda sesuai putusan pengadilan. Hal ini merupakan hambatan luar biasa bagi narapidana tindak pidana korupsi apalagi bagi mereka yang bukan orang berduit. Karena itu pihak Lapas tidak bisa berbuat banyak mengatasi kendala tersebut. Kendala yang terakhir adalah lambatnya dikeluarkan surat rekomendasi (justice collaborator) dari pihak Kejari. Pihak Lapas sudah berkoordinasi dengan Kejari dalam hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus).
Disamping peran dari Lapas dan Rutan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman PP Nomor 99 Tahun 2012 kepada warga binaan. Diharapkan peranan dari pihak Kanwil dan Dirjen guna terjun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada petugas – petugas di Lapas dan Rutan. Sehingga para petugas lebih memahami isi dan tujuan dari PP Nomor 99 tahun 2012 dan bisa memberikan pemahaman lebih lanjut kepada narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan. Pada akhirnya tujuan dari pemasyarakatan itu tercipta berkat kerja sama antara petugas dengan warga binaan pemasyarakatan. Demi mewujudkan manusia Indonesia yang aktif dan produktif berdasarkan Pancasila.

B. Saran 
Dari uraian dan data yang peneliti dapat dari lapangan, ada beberapa saran yang akan peneliti berikan : 

1. Banyak dan rumitnya persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi guna mendapatkan Asimilasi. Serta lamanya prosedur birokrasi yang harus dilalui oleh narapidana untuk memperoleh hak mendapatkan asimilasi, keputusan untuk memperoleh Asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Maka sebaiknya pemerintah,dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk memperhatikan prosedur pemberian asimilasi yang begitu panjang dan lama agar dipersingkat untuk memudahkan proses pembinaan Asimilasi di Lapas dan Rutan.

2. Pelaksanaan Asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah kerja sosial pada lembaga sosial. Sehingga narapidana tersebut melaksanakan asimilasi tanpa mendapatkan upah atau gaji. Tujuannya ialah narapidana lebih menyadari kesalahannya dan mampu menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan sosial masyarakat. Sehingga pembinaan asimilasi sejalan dengan semangat PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam memberantas korupsi. Diharapkan peran serta semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk mendukung pelaksanaan Asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi.

3. Diharapkan peranan dari pihak Kanwil dan Dirjen Pemasyarakatan untuk terjun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada petugas – petugas di Lapas dan Rutan. Sehingga para petugas lebih memahami isi dan tujuan dari PP Nomor 99 tahun 2012 dan bisa memberikan pemahaman lebih lanjut kepada narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan. Pada akhirnya tujuan dari pemasyarakatan itu tercipta berkat kerja sama antara petugas dengan warga binaan pemasyarakatan.
4. Pengawasan terhadap narapidana yang melaksanakan Asimilasi dengan pihak ketiga selama berada diluar menjadi tanggung jawab bagi diri sendiri dan tempat pelaksanaan asimilasi. Sehingga apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan selama berada diluar tidak ada pengawasan dari petugas Lapas. Maka peranan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas untuk ikut mengawasi dan memantau perkembangan narapidana selama menjalani Asimilasi dengan pihak ketiga. Diharapkan narapidana bisa melaksanakan Asimilasi dengan baik dan sungguh – sungguh demi tercapainya tujuan Asimilasi itu sendiri. 

5. Melihat dari pelaksanaan Asimilasi yang sudah berhasil dilakukan oleh 3 orang narapidana tindak pidana korupsi. Bahkan ketiga orang tersebut sudah mendapatkan PB maka diharapkan pihak Lapas terus meningkatkan pelaksanaan pembinaan Asimilasi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Sehingga narapidana selama menjalani pidana di Lapas mempunyai kegiatan dan kesibukan tidak hanya berdiam diri di kamar blok. Agar narapidana mendapatkan bekal dan ketrampilan setelah bebas nantinya.
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